
BUPATI LEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 0:2. TAHU1' 2019 

TE1'TA1'G 

KELAS JABATA!I DI LI1'GK111'GA1' 11'STA1'Sl PEMERINTAH 
KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DUGAN RAHMAT TUHA1' YANG MARA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri 
Pendayagunaanan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 
Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, 
dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan 
Bupati Lebong tentang Kelas Jabatan di Lingkungan 
Instansi Pemerintah Kabupaten Lebong; 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahyang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang • Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 



5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem'baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
wmbaran Negara Republik Indonesia 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang PerubaJ1an Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 'l'ahun 20l4 tentang Pemcrintahan Dacnih 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 . 
Nomor 58, 'fambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia 
Nomor 6037); 

8. Peraturan Presiden Nomor 8 1 'rahllll 2010 tentang 
Grand Design Refonnasi Birokrasi 2010-2025; 

,. 9 . Peraturan Ment.,ri Pendayag1.maan AparaL-ur Nega ra 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 
tentang pedoman Evaluasi Jabatan; 

11. Pcraturan Mcntcri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 39 Talrnn 2013 
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 
lnstansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peratura.n 
Mentcri Dalam Negeri Nomor I 20 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Pendayagu naa ,1 Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 1 Tahun 2018 
1:entang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnstansi 
Pemerintah (Berita Negara Re:publik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1273); 



---,----------,------·- ··- ... -····-·· . . ·--

Menetapkan 

,. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 
l O Tahun 2016); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KELAS 
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan 
fungsional sebagimana dimaksud dalam Peraturan 
Perundang-Undangan. 

2 . Kelas jabatan adalah kedudukan yang 
menunjukkan tingkat seorang ·Pegawai Negeri 
dalam rangkaian susunan instansi pemerintah 
yang meskipun berbeda dalam ha! jenis pekerjaan, 
tetapi cukup setara dalam ha! tingkat kesulitan 
dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan 
kualilikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar 
penggajian. 

BABU 
KELAS JABATAN 

Pasal 2 

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan 
Jabatan Lainnya di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Lebong ditetapkan sebagaimana dalam 
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran Ill, Lampiran IV, 
dan Lampiran V Peraturan Bupati Lebong ini. 



BAB III 
PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Lebong 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal :,. '}ernuart 2019 

;;(_BUPATI LEBONG, f ~6'/~ 

- JI 
C.. H.ROSJONSYAH 

Diundangka~ di Tubei. · 
pada tanggal J. ~nuo..rt 2019 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG, 

- :::.:s- -- ~'-----.\l 
DALMUJI SURANTO 

, _ BERITA DAERAH KABUPATEN LEBO NO TAHUN 2019 NO MOR J. 


